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ABSTRAK 

ANALIS POTENSI PAJAK DAERAH ATAS PENINGKATAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATAN DELI SERDANG 

Novita Sari Sitepu 

Akuntansi 

novitasarisitepu67@gmail.com 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Deli Serdang dari sektor pajak serta penerimaan dari potensi 

pajak daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif 

dengan analisis deskriptif dan penelitian kuantitatif dengan objek penelitian 

penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang. Adapaun hasil dari penelitian 

ini adalah Penerimaan pajak daerah yang mencapai target hanya terjadi pada tahun 

2017 dengan target penerimaan sebesar Rp. 528.022.000 dan  realisasinya 

mencapai Rp. 553.610.032.994 dengan presentase 105% atau dikategorikan 

Sangat Efektif, artinya target penerimaan pajak pada tahun tersebut telah tercapai. 

Apabila dilihat dari matriks potensi sektor andalan bagi pemerintah Kabupaten 

Deli serdang, yaitu Pajak Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 

Pajak Parkir, PBB Perkotaan dan Perdesaan dan Pajak BPHTB. Matriks potensi 

dengan kategori Potensial yang terdiri dari 2 sektor pajak yaitu Pajak Bahan 

Galian Gol.C dan Pajak ABT. Matriks potensi dengan kategori berkembang yang 

terdiri dari 2 sektor pajak yaitu Pajak Hotel dan Pajak hiburan. Sedangkan Pajak 

Sarang Burung Walet menurut matriks potensi berada dalam kriteria terbelakang. 

 

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Deli Serdang, Sektor Pajak 
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ABTRACT 

ANALYSIS OF LOCAL TAX POTENTIAL ON INCREASING 

REGIONAL ORIGINAL INCOME IN DELI SERDANG REGENCY 

 

Novita Sari Sitepu 

Akuntansi 

novitasarisitepu67@gmail.com 

 

This study aims to identify the revenue of Deli Serdang Regency's Original 

Regional Revenue from the tax sector as well as revenue from potential local 

taxes. The method used in this study is qualitative with descriptive analysis and 

quantitative research with the object of research on regional tax revenues in Deli 

Serdang Regency. The results of this study are that local tax revenues that reached 

the target only occurred in 2017 with a revenue target of Rp. 528,022,000 and the 

realization reached Rp. 553,610,032,994 with a percentage of 105% or 

categorized as Very Effective, meaning that the tax revenue target for that year 

has been achieved. When viewed from the matrix of potential mainstay sectors for 

the Deli Serdang Regency government, namely the Restaurant Tax, Advertising 

Tax, Street Lighting Tax, Parking Tax, Urban and Rural Land and Building Tax 

and BPHTB Tax. Potential matrix with Potential category consisting of 2 tax 

sectors, namely the Gol.C Minerals Tax and ABT Tax. Potential matrix with a 

developing category consisting of 2 tax sectors, namely Hotel Tax and 

Entertainment Tax. Meanwhile, the Swallow's Nest Tax according to the potential 

matrix is in the backward criteria. 

 

Keywords: Local Revenue, Deli Serdang, Tax Sector 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal 

dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan 

pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki 

dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah harus melakukan penggalian 

potensi penerimaan dalam negeri yang harus ditingkatkan seoptimal mungkin 

melalui perluasan sumber penerimaan negara non migas, guna menggantikan 

pendanaan negara yang bersumber dari utang luar negeri. Salah satu sumber 

penerimaan dalam negeri yang cukup dominan berasal dari penerimaan pajak 

(Mongonsidi, 2013).  

Pajak merupakan penerimaan utama yang sangat berpengaruh bagi 

pendapatan Negara Indonesia selain sektor migas dan ekspor barang non migas. 

Sebagai salah satu penerimaan penting bagi pemerintah, pajak dapat di 

pergunakan dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan (budgeter) dan 

pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi 

pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia 

berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Wawan, 2017). 

Menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2008 pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
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dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

(Fajaruddin, 2016) 

Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dengan cara Self 

Assesment System dan Official Assesment System, Menurut (W. Ramadhan, 2019), 

yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. 

Pemungutan dan Pengalokasian PBB dilakukan pusat agar ada keseragaman dan 

keadilan dalam perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai 

pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya 

sendiri.  

 Untuk mendukung kebijakan otonomi daerah, maka dilakukanlah 

peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-

P2) yang di tuangkan dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah (Hafsah, 2015). Untuk mewujudkan tujuan 

sebagaimana dimaksud, pemerintah berusaha untuk mewujudkan dengan 

instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun, maka 

pemerintah selalu berusaha menghimpun dan menggali potensi sumber-sumber 

pendapatan negara baik melalui penerimaan dalam negeri (penerimaan pajak dan 

bukan pajak) maupun penerimaan hibah. Dari dua sumber penerimaan tersebut, 

yang paling dominan adalah penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak 

(Roseline &  Khoiru, 2012).  

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. 

Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. 



3 
 

 
 

Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang 

bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan 

taksiran. Hal ini di sebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh 

terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran (Julita, 2014). 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam APBN yang 

digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan.  

Penerimaan pajak merupakan sektor paling besar dalam kontribusi 

penerimaan Negara, dimana setiap tahunnya penerimaan pajak terus mengalami 

peningkatan, terlihat dari tahun 2020 penerimaan pajak sebesar 1.285.136,32 

Miliar rupiah mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 yaitu 1.733.042,80 

Miliar rupiah dan 1.845.556,80 Miliar rupiah. Hal tersebut membuktikan bahwa 

penerimaan pajak merupakan bagian penting dalam penerimaan Negara. Oleh 

karena itu, besar kecilnya penerimaan pajak akan menentukan besaran anggaran 

Negara dalam membiayai pengeluaran dalam rangka melaksanakan pembangunan 

nasional. 

Dalam mendukung peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak 

Indonesia, pemerintah telah melakukan banyak strategi salah satunya adalah 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang 

Pengampunan Pajak, Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya 

terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang 

perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pendapatan pajak pada tahun 2016 

mencapai Rp 1.284.970,10 Miliar, mengalami kenaikan pada tahuan 2017 menjadi 
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Rp 1.343.529,80 Miliar. Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan tax amnesty 

yang dimulai pada tahun 2016 (www.Bps.co.id, 2021). 

Dalam rangka pembangunan nasional, Sebagai negara kepulauan yang 

memiliki wilayah yang luas pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-

sama dengan setiap daerah yang ada. Oleh sebab itu, peningkatan keuangan 

daerah merupakan sesuatu hal yang penting. Untuk mendukung keberhasilan 

peningkatan keuangan daerah diberlakukanlah kebijakan otonomi daerah melalui 

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Anggoro, 2017). Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. 

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas 

pendapatan daerah dan pembiayaan pendapatan daerah bersumber dari tiga 

kelompok yaitu: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah 

dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan.  

2. Dana perimbangan.  

3. Lain- lain pendapatan daerah yang sah.  

Dalam mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, 

pemerintah harus memaksimalkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerahnya 

masing-masing. Hal tersebut dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan salah satu indikator keberhasilan penerapan otonomi daerah. Semakin 

tinggi PAD maka kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan 
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daerahnya semakin tinggi (Syahrial & Toyo, 2014). Dengan diberlakukannya 

otonomi daerah yakni pemerintahan kabupaten/kota harus mampu mandiri dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, menentukan arah kebijakan pembangunan serta 

kemandirian dalam hal pembiayaan program-program pembangunan. Oleh karena 

itu, pemerintahan kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuannya 

dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber 

keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Dalam perkembangan Penerimaan Pemerintahan Sumatera Utara dapat 

dilihat dari tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 Anggaran Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Utara (ribu rupiah) 

Kabupaten 
Pendapatan Daerah 

2017 2018 2019 2020 2021 

Nias 820 788 152 854 963 888 808.255.467 831.438.408 767.847.097 

Mandailing Natal 1 492 819 373 1 557 898 211 1.698.320.476 1.667.753.177 1.638.687.138 

Tapanuli Selatan 1 191 626 644 1 243 242 590 1.470.808.838 1.511.035.828 1.284.992.999 

Tapanuli Tengah 1 068 524 631 1 212 955 189 1.235.671.868 1.276.499.582 1.207.535.424 

Tapanuli Utara 1 160 979 707 1 282 961 917 1.334.096.896 1.396.509.542 1.338.912.321 

Toba 1 100 676 089 985 869 387 1.077.212.404 1.143 551.876 1.100.344.201 

Labuhanbatu 1 256 326 809 1 277 986 050 1.410.764.578 1.409.550.711 1.308.215.420 

Asahan 1 552 920 215 1 597 200 490 1.421.139.797 1.771.552.941 1.684.709.862 

Simalungun 2 413 603 488 2 816 179 452 2.441.754.656 2.423.099.490 2.355.905.717 

Dairi 1 095 023 137 1 113 056 359 1.155.859.458 1.180.779.570 1.158.649.492 

Karo 1 388 779 450 1 319 020 017 1.554.640.450 1.379.102.962 1.363.562.334 

Deli Serdang 3 405 026 539 3 733 345 655 3.986.480.823 3.951.483.270 3.999.683.296 

Langkat 2 241 885 764 2 242 094 399 1.819.053.849 1.941.036.354 1.821.274.173 

Nias Selatan 1 155 658 814 1 160 278 533 1.410.055.791 1.585.511.689 1.460.468.467 

Humbang Hasundutan 959 094 076 876 762 978 1.004.596.631 1.088.008.689 989.614.446 

Pakpak Bharat 524 271 864 576 479 095 581.606.982 563.981.615 537.584.721 

Samosir 868 227 131 775 520 027 887.408.177 926.032.289 901.339.280 

Serdang Bedagai 1 387 104 800 1 555 996 806 1.570.582.943 1.603.911.841 1.487.563.904 

Batubara 1 034 041 449 1 054 126 544 1.140.595.176 1.257.910.799 1.135.963.755 

Padang Lawas Utara 1 116 764 603 1 080 658 473 1.197.390.008 1.253.667.419 1.085.299.753 

Padang Lawas 1 017 240 687 1 039 067 671 1.136.803.924 782.131.487 1.097.733.464 

Labuhanbatu Selatan 849 742 957 889 737 192 951.047.785 998.004.992 920.601.160 

Labuhanbatu Utara 850 381 960 837 030 764 1.060.699.695 1.076.001.178 1.025.274.854 

Nias Utara 718 802 210 780 627 996 839.625.586 937.200.715 840.406.652 
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Nias Barat 618 757 577 739 404 521 738.274.892 788.047.003 631.323.682 

Sibolga 612 569 629 641 751 417 673.500.263 719.125.795 604.097.796 

Tanjungbalai 627 717 030 636 934 979 709.306.553 670.802.284 635.967.640 

Pematangsiantar 934 906 237 977 912 719 1.047.448.891 955.616.676 887.919.841 

Tebing Tinggi 717 568 473 704 172 429 741.503.601 600.925.434 738.516.192 

Medan 5 264 198 010 5 238 966 380 6.118.774.024 4.540.982.279 5.196.465.514 

Binjai 873 467 187 948 180 432 312.484.187 974.150.763 1.026.535.827 

Padangsidimpuan 837 413 924 824 600 515 876.726.323 871.214.654 816.948.480 

Gunungsitoli 699 262 251 696 982 463 741.798.418 694.510.808 714.588.275 

Jumlah 41 856 170 865 43 271 965 534 45.154.289.411 44. 771.132.120 43.764.533.175 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021 

Dari data di atas dapat terlihat bahwa pendapatan provinsi Sumatera Utara 

terus mengalami penururan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 pendapatan 

Sumatera Utara mencapai Rp. 45.154.289.411, sedangkan pada tahun 2020 

pendapatan Sumatera Utara terus mengalami penurunan menjadi Rp. 

44.771.132.120 dan Rp. 43.764.533.175 pada tahun 2021. Hal tersebut 

menunjukan bahwa strategi provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan 

pendapatan daerah belum maksimal. Kondisi tersebut juga diperparah dengan 

pandemi Covid-19 yang berdampak pada kegiatan perekonomian di Sumatera 

Utara (Zakariya, 2021). 

Besarnya pendapatan daerah Sumatera Utara tidak terlepas dari kontribusi 

setiap kabupaten/kota yang berada di kawasan Sumatera Utara. Apabila dilihat 

dari jumlah pendapatan setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara, Kabupaten Deli 

Serdang merupakan kabupaten dengan pendapatan terbesar kedua setelah kota 

medan dan terbesar pertama dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera 

Utara. Dimana, pada tahun 2021 pendapatan kabupaten Deli Serdang mencapai 

Rp. 3.999.683.296. Disamping itu, kabupaten Deli Serdang juga merupakan 
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kabupaten dengan pendapatan yang cukup stabil setiap tahunnya di antara 

kabupaten-kabupaten lain yang mengalami penurunan. 

Kabupaten Deli Serdang secara geografis memiliki berbagai potensi 

ekonomi yang cukup baik. Seperti dalam kegiatan pasar, kegiatan usaha 

menengah, wisata, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berpotensi menghasilkan 

pajak daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten deli 

serdang. Berikut ini merupakan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Deli Serdang. 

Tabel 1.2 Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang 

menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah) 

Tahun 
Pajak Daerah 

(Rp) 

Retribusi 

Daerah (Rp) 

Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah yang 

Dipisahkan (RP) 

Lain-lain 

Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 

(Rp) 

2017 484.520.000 112.795.775 19.800.000 45.500.000 

2018 660.622.000 122. 642.060 19.800.000 19. 863.000 

2019 940.882.220 97.195.838 25.780.000 104.507.693 

2020 949.025.000 83.874.385 30.780.000 116.270.576 

2021 1.183.640.522 99.056.338 30.780.000 118.262.308 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021 

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa Pajak Daerah merupakan 

Kontributor paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana pada tahun 

2017 Pajak Daerah berjumlah Rp. 484.50.000 mengalami kenaikan pada tahun 

2018 berjumlah Rp. 660.622.000, pada tahun 2020 hingga 2021 terus mengalami 

kenaikan menjadi Rp. 949.025.000 dan Rp. 1.183.640.522. Penjelasan di atas juga 

memperlihatkan bahwa pendapatan Pajak Daerah setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Untuk melihat perkembangan pajak daerah lebih mendalam dapat 

dilihat dari tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Deli 

Serdang di bawah ini. 
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Tabel 1.3 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016-2020 

JENIS 

PENERIMAAN 

DAERAH 

2016 2017 2018 2019 2020 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Pajak Hotel 2.000.000.000 1.955.295.541 2.500.000.000 2.732.104.583 4.500.000.000 5.896.302.010 7.000.000.000 6.578.001.985 7.225.000.000 3.143.851.937 

Pajak Restoran 14.000.000.000 17.626.828.769 21.000.000.000 22.356.815.491 29.000.000.000 27.672.026.964 38.000.000.000 30.786.202.584 35.275.000.000 18.500.845.680 

Pajak Hiburan 900.000.000 951.263.653 1.500.000.000 1.525.251.698 3.000.000.000 2.184.890.157 3.000.000.000 3.982.072.635 2.975.000.000 1.728.960.967 

Pajak Reklame 7.000.000.000 5.190.640.806 7.500.000.000 6.561.008.145 8.500.000.000 6.522.718.231 15.500.000.000 6.545.031.901 13.600.000.000 6.881.984.169 

Pajak Penerangan 

Jalan 
91.266.468.000 108.019.804.694 140.000.000.000 136.452.392.802 167.500.000.000 156.048.741.298 241.000.000.000 171.090.458.928 287.471.250.000 172.394.738.709 

Pajak Bahan Galian 

Gol.C 
10.000.000.000 8.854.760.525 12.000.000.000 5.863.937.804 13.000.000.000 11.573.024.060 13.000.000.000 1.613.802.580 11.900.000.000 743.346.884 

Pajak Parkir 5.000.000.000 5.672.677.150 8.000.000.000 7.286.765.617 8.500.000.000 8.797.807.265 9.000.000.000 9.654.977.990 8.925.000.000 4.982.667.354 

Pajak ABT 9.000.000.000 9.819.201.747 12.000.000.000 10.455.827.227 14.500.000.000 13.300.562.363 15.000.000.000 7.798.391.936 12.750.000.000 6.016.319.386 

Pajak Sarang Burung 

Walet 
20.000.000 20.500.000 22.000.000 16.000.000 22.000.000 19.500.000 22.000.000 22.000.000 50.000.000 12.600.000 

PBB Perkotaan dan 

Perdesaan 
228.000.000.000 133.372.917.796 237.500.000.000 141.364.693.425 237.100.000.000 154.756.477.557 327.860.220.000 197.077.538.748 259.250.000.000 184.662.461.562 

Pajak BPHTB 120.000.000.000 135.000.961.013 140.000.000.000 218.995.236.199 235.000.000.000 171.557.548.292 276.000.000.000 217.414.634.498 242.250.000.000 197.248.899.169 

A. Total Pajak 

Daerah 
487.186.468.000 426.484.851.696 528.022.000.000 553.610.032.994 720.622.000.000 558.329.598.200 945.382.220.000 652.563.113786 881.671.250.000 596.316.675.898 

Pendapatan Denda 

PBB-P2 
0 3.851.411.211 0 3.948.014.309 0 3.359.127.711 0 5.092.708.814 0 3.669.790.909 

PAD Lainnya 0 1.795.582.970 0 1.427.210 0 4.006.361.321 0 3.892.476 0 19.179.206 

B. Lain-lain PAD 

Yang Sah Lainnya 
0 5.646.994.181 0 3.949.441.519 0 7.365.489.032 0 5.096.601.290 0 3.688.970.115 

TOTAL 487.186.468.000 432.131.845.878 582.022.000.000 557.559.474.513 720.622.000.000 565.695.087.233 945.382.220.000 657.659.715.077 881.671.250.000 600.005.646.014 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 
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Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pajak Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang memberikan kontribusi paling besar 

terhadap penerimaan daerah, pada tahun 2016 Pajak BPHTB memberikan 

kontribusi senilai Rp. 135.000.961.013 lalu pada tahun 2017 mengalami kenaikan 

yang cukup besar hingga menjadi Rp. 218.995.236.199 lalu mengalami penurunan 

ditahun 2018 menjadi Rp. 171.557.548.292, pada tahun 2019 naik kembali 

menjadi Rp. 217.414.634.498 dan pada tahun 2020 turun kembali menjadi Rp. 

197.248.899.169, sedangkan pajak penerangan jalan merupakan satu-satunya 

pajak yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, meskipun kontribusinya selalu 

mengalami kenaikan pajak penerangan jalan tidak mencapai target mulai dari 

tahun 2017 hingga 2020. 

 Apabila dilihat dari total keseluruhan Target dan Realisasi Penerimaan 

Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang, Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 

Kabupaten Deli Serdang tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2016 target 

Penerimaan Pajak sebesar Rp 487.186.468.000, namun realisasinya hanya sebesar 

Rp. 432.131.845.878. Pada tahun 2018 target Penerimaan Pajak sebesar Rp. 

720.622.000.000 sedangkan realisasinya hanya Rp. 565.695.087.233. Pada tahun 

2020 target Penerimaan Pajak sebesar Rp 881.671.250.000, namun realisasinya 

hanya sebesar Rp. 600.005.646.014. Meskipun Realisasi Penerimaan Pajak 

Daerah setiap tahunnya tidak pernah mencapai target namun target penerimaan 

terus meningkat setiap tahunnya.  

Tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli 

Serdang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak 

dalam membayar pajaknya, dimana wajib pajak cenderung berusaha menghindari 
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pembayaran pajaknya dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak. Disamping 

itu, disebabkan oleh kurangnya efektivitas pemungutan pajak daerah yang 

dilakukan oleh petugas pajak sehingga penerimaan pajak tidak maksimal (Sari & 

Rahayu, 2020). 

 Hal ini juga sesuai dengan pendapat Pohan dalam bukunya yang berjudul 

“Pembahasan Komperhensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus” yang 

menyatakan bahwa perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

dengan menghindari pembayaran pajak merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi sumber penerimaan Negara dari sektor pajak (Pohan, 2014). 

Berdasarkan penjelasan di atas realisasi Pajak Daerah yang dominan 

mengalami peningkatan dalam efektivitas penerimaan namun tidak pernah 

mencapai target. Dengan demikian, pajak daerah merupakan komponen dan peran 

yang mempunyai hubungan dan tingkat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Deli Serdang.  

Oleh karena itu, dari uraian di atas penulis tertarik meneliti melalui 

penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Pajak Daerah Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Deli Serdang” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah setiap tahunnya cenderung tidak 

mampu mencapai target penerimaan pajak daerah 

2. Penerimaan pajak dari potensi pajak daerah kabupaten Deli Serdang 

mengalami penurunan yang drastis 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menyimpulkan 

beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Deli 

Serdang? 

2. Bagaimana Penerimaan pajak dari potensi pajak daerah di Kabupaten 

Deli Serdang?  

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli 

Serdang dari sektor pajak. 

2. Mengidentifkasi penerimaan pajak dari potensi Pajak Daerah di Kabupaten 

Deli Serdang. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai fungsi pajak 

daerah sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

2. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

memecahkan masalah yang terjadi di daerah sehingga tujuan daerah dapat 

dicapai secara optimal. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti yang akan 

meneliti masalah yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.1.1. Definisi Pendapatan Asli daerah  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, 

yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

disentralisasi (Badrudin, 2017). 

Pendapatan asli daerah hanya merupaka salah satu komponen sumber 

penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana 

perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa 

anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah.  

Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun pendapatan asli daerah tidak 

seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana di katakan oleh Santoso (1995: 

20) dalam kutipan (Fitriani et al., 2021) bahwa proporsi PAD terhadap total 

penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.  

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah 

(PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suhanda 

(2007: 156) pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh 
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daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah dalam kutipan (Marizka, 2013). 

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal 

dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan pedapatan lain asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis (2007: 

182) dalam kutipan (Muhtarom, 2015) pedapatan asli daerah adalah pendapatan 

yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan 

daerah dan lain-lain yang sah.  

Menurut Fauzan (2006: 235) dalam kutipan (Triyono, 2018) Pendapatan 

asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat 

dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yag sah. 

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dan penerimaan sektor 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasi pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

disahkan (Mardiasmo, 2011).  

Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli daerah adalah Penerimaan 

yang didapat oleh pemerintah dan dihasilkan dari sektor – sektor yang ada di 

daerah tersebut, Baik dari sektor pajak, sektor retsribusi dan lain-lain.  
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2.1.2. Sumber Pendapatan Asli daerah  

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) 

nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari: 

1. Pajak Daerah Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang 

selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi 

menjadi beberapa sebagai berikut: 

a. Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos 

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) (Tendean et al., 2014). 

b. Pajak Restoran 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak 

Restoran pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah 

makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa 

boga/catering (Sofyan, 2016). 
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c. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 

adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Bahmid, 2018). 

d. Pajak Reklame 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan 

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

e. Pajak Penerangan Jalan 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil 

penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah 

penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang 

diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh 

pembangkit listrik. 

f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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k. Pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan Seperti halnya 

dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda 

yaitu: 

1) Sebagi sumber pendaatan daera 

2) Sebagai alat pengatur 

2. Retribusi Daerah  

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, malelui Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU 

ini di cabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah di ubah dengan UU 

Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru 

disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber 

pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pedapatan asli daerah 

yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal 

dari retribusi daerah dalam kutipan (P. R. Ramadhan, 2019). 

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis 

retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 

golongan retribusi, yaitu: 

a. Retribusi Jasa Umum Pelayanan yang disediakan atau diberikan 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

b. Retribusi Jasa Usaha Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk   kepentingan orang pribad atau badan. 
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c. Retribusi Perizinan Tertentu Pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah  

4. Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba 

bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan 

usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang 

modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang 

dipisahkan.  

5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Merupakan penerimaan selain 

yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah 

dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil 

penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan 

lain yang sah menurut Undang-Undang. 

Mengingat pentingnya sektor pendapatan yang menunjang pendapatan dari 

Pemerintah Daerah, karena itu perlu diusahakan langkah-langkah 

peningkatannya baik dari segi struktural maupun pengelolaannya. Pemerintah 

Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan pendapatan yang berasal dari 

PAD, sehingga dapat memperbesar tersedianya sumber pendapatan daerah 

(Horota et al., 2017). Tujuan yang ingin dicapai tentunya digunakan untuk 

berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Hal ini berarti akan 

semakin memperbesar keleluasannya daerah untuk mengarahkan penggunaan 

keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas, dan kebutuhan daerah 

yang bersangkutan. Dengan pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu 
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menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan kegiatannya (Purnomo, 

2010). 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Definisi Pajak Daerah 

Pajak Daerah Definisi Pajak Daerah Berdasarkan wewenang 

pemungutannya pajak dibedakan menjadi 2 macam yaitu pajak pusat dan pajak 

daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak 

yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah 

(Hidayatullah, 2021). Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 

28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak 

daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan. 

 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).  

Menurut Siahaan dalam (Sabil, 2017) memberikan definisi pajak daerah 

adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-

undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya 

dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara 
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langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam 

penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan definisi diatas 

dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada 

pengertian pajak daerah, yaitu:  

1.  Pajak dipungut berdasarkan undang-undang  

2. Pajak bersifat memaksa  

3. Diperutukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah  

4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung 

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Jenis –Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 pasal 2, jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Pajak Provinsi meliputi:  

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.  

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dua 

pihak atau perbuatan sepihak yang terjadi karena jual beli, tukar 

menukar, hibah, warisan, maupun pemasukan ke dalam badan usaha.  

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan 

bahan bakar kendaraan bermotor.  

d. Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan.  

e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh 

Pemerintah.  
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2. Pajak Kabupaten/Kota meliputi:  

a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel yang disediakan.Objek 

pajak hotel yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran 

di hotel sedangkan subjek hotel terdiri dari orang pribadi atau badan 

yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.  

b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang disediakan. 

Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan 

pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari 

orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan 

restoran, wajib pajak restorannya itu pengusaha restoran. Tarif pajak 

yang ditetapkan sebesar 10%.  

c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Objek pajak 

hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subjek 

pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati 

hiburan.  

d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame objek pajak 

ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang 

pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. 

Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 25% 

e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik 

yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.  

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas 

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari 

sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 
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g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor.  

h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

batuan di bawah permukaan tanah.  

i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa 

yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliaphaga, 

collocalia maxina, collacalia esculanta, dan collocalia linchi.  

j. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan 

yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, dan pertambangan.  

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau 

badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum. 

BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual beli tanah, tetapi 

juga terhadap setiap  perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik 

secara waris, hibah, maupun tukar lahan. 

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak  

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 

2011), yaitu sebagai berikut :  
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1. Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.  

2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 

wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang terutang.  

3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak.  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem 

pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah:  

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah Pemungutan Pajak Daerah saat ini 

menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu:  

a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;  

b. Ditetapkan oleh kepala daerah; 

c. Dipungut oleh pemungut pajak.  

2. Pemungut Pajak Daerah Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga 

dalam proses pemungutan pajak, antara lain:  

a. Percetakan formulir perpajakan;  

b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;  

c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak;  
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Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang 

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak:  

1. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);  

2. Surat Keputusan Pembetulan;  

3. Surat Keputusan Keberatan;  

4. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak 

2.3. Potensi Pajak Daerah 

Potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan data dilapangan yang 

berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan 

tarif dasar pajak. Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang 

akan dipungut. Sehingga potensi ini perlu diketahui untuk menetapkan besarnya 

target penerimaan pajak (Yunanto, 2010). 

Untuk melakukan penilaian terhadap potensi pajak diperlukan yang 

namanya matriks potensi. Matriks potensi ini diukur untuk mengukur perbedaan 

potensi pajak daerah yang dinilai dari pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah. 

Dalam pengukuran potensi nantinya akan terdapat empat kategori hasil 

pengukuran : 

a. Prima 

Pajak dan retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, jika tingkat 

pertumbuhan dan kontribusinya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dan 

retribusi daerah memberikan kontribusi yang besar (sangat potensial) bagi 

pendapatan asli daerah (PAD) dan tingkat pertumbuhannya semakin meningkat 

atau cenderung stabil (Wahyuni & Adi, 2009). 
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b. Potensial 

Pajak dan retribusi daerah termasuk dalam kategori potensial, jika tingkat 

pertumbuhannya rendah namun kontribusinya tinggi. Kategori ini menandakan 

kontribusi cukup besar namun pengelolaannya belum baik (Wahyuni & Adi, 

2009). 

c. Berkembang 

Pajak dan retribusi daerah termasuk dalam kategori berkembang, jika 

tingkat pertumbuhan tinggi namun kontribusinya rendah (Wahyuni & Adi, 2009). 

d. Terbelakang 

Pajak dan retribusi daerah termasuk dalam kategori terbelakang, jika 

tingkat pertumbuhan dan kontribusinya rendah. Kategori ini menandakan belum 

baiknya pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Tingkat kontribusi dan 

pertumbuhan sektor-sektor pajak dan retribusi daerah dikatakan tinggi apabila 

berada di atas rata-rata kontribusi atau pertumbuhan seluruh sektor pajak dan 

retribusi daerah (Wahyuni & Adi, 2009).  

Tabel 2.1 Matriks Potensi Berdasarkan Kriteria Tingkat Pertumbuhan dan 

Kontribusi 

  Pertumbuhan 

  Tinggi Rendah 

Kontribusi Tinggi Prima Potensial 

Rendah Berkembang Terbelakang 

Sumber : (Wahyuni & Adi, 2009) 

Kontribusi = 
𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑥 100 % GX = 

𝑥𝑡−𝑋(𝑡−1)

𝑥(𝑡−1)
 x 100% 

Keterangan : 

GX = Pertumbuhan 

Xt = Realisasi penerimaan tahun t 

Xt-1 = Realisasi penerimaan tahun sebelum t 
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2.4. Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Nama / Tahun Judul  Hasil Penelitian 

(Ering et al., 

2016) 

Analisis Potensi Pajak 

Daerah Untuk 

Meningkatkan Kapasitas 

Fiskal Kabupaten Dan Kota 

Di Sulawesi Utara 

Analisis data panel menggunakan data 15 kabupaten 

dan kota di Sulawesi Utara selama periode tahun 

2009–2014. Ditemukan bahwa sejumlah faktor 

penentu potensi pajak daerah yaitu pendapatan per 

kapita, sektor pertanian, dan jumlah siswa SMA, 

sedangkan jumlah pekerja tidak signifikan. 

(Amalia, 2021) Analisis Potensi Pajak 

Retribusi Daerah Dalam 

Peningkatan Pendapatan 

Asli daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan 

Perkembangan Kontribusi Pajak dan Retribusi  

Daerah Provinsi Kalsel pada tahun 2020 yang 

diberikan pajak daerah cukup berfluktuasi kadang 

mengalami kenaikan dan mengalami penurunan 

yang beragam, Permasalahan yang mengakibatkan 

penerimaan, pendapatan daerah sering fluktuasi 

dikarenakan beberapa masalah dalam pemungutan 

pajak dan retribusi daerah. Permasalahannya adalah 

penerapan administrasi yang lemah, penentuan 

potensi dan target penerimaan yang tidak akurat, dan 

kurangnya SDM di bidang operasional, Upaya yang 

dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 

adalah melakukan intensifikasi, frekuensi jam kerja 

pemungutan ditingkatkan, mengubah perda dan 

meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

(Nurbainah, 

2017) 

Analisis Penerimaan Pajak 

Parkir Terhadap 

Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah Di Badan 

Pengelolaan Pajak Dan 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Medan merupakan unit  kerja yang melakukan 

pendataan terhadap penyelengaraan pajak parkir  

yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak parkir dalam  pembayaran pajak parkir, 
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Retribusi Daerah Kota 

Medan 

ealisasi  penerimaan pajak dapt dikatakan berhasil 

pada tahun 2016 karena dapat  melampaui target 

yang direncanakan oleh pemerintah daerah kota 

medan,  maka dapat juga disimpulkan bahwa 

peranan pajak parkir cukup bagus  dan diharapkan 

dapat menjaga peningkatan dalam meningkatkan  

penerimaan pajak parkir, Faktor – faktor yang dapat 

mempengaruhi penerimaan pajak parkir yaitu  

perlunya himbauan dan adanya sosialisasi kepada 

wajib pajak parkri serta  pemeriksaan seberapa besar 

peran wajib pajak parker 

(Syahrial & 

Toyo, 2014) 

Peranan Pendapatan Asli 

Daerah (Pad) Dalam 

Pelaksanaan Otonomi 

Daerah Di Kota 

Lhokseumawe 

Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total 

PAD menggambarkan besar/kecilnya peran atau 

sumbangsih yang diberikan oleh sumber-sumber 

PAD tersebut terhadap total PAD. Selama periode 

analisis dari tahun anggaran 2001/2002 sampai 

dengan tahun anggaran 2010, pajak dan retribusi 

daerah sangat mendominasi perolehan PAD. Rata- 

rata kontribusi yang disumbangkan adalah masing- 

masing sebesar 53,02 %,dan 36,58 %. Artinya dari 

kedua sumber PAD tersebut diperoleh sebesar 

89,60 %. 

(Wenur et al., 

2016) 

Analisis Potensi Pajak 

Daerah Dalam Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah Di 

Kota Bitung 

Berdasarkan hasil survei potensi terhadap pajak 

daerah, Kota Bitung memiliki potensi yang belum 

digali oleh pemerintah dalam hal ini DISPENDA 

yang memiliki potensi untuk dikembangkan yaitu 

pajak restoran dan pajak hotel maka perhitungan 

yang dilakukan terhadap potensi sebenarnya 

diketahui bahwa pajak daerah memiliki potensi yang 

besar, karena target yang ditetapkan pemerintah 

masih di bawah potensi yang sesuai dengan kondisi 

yang sebenarnya yang ada di Kota Bitung. 
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(Wardhono et 

al., 2012) 

Kajian Pemetaan Dan 

Optimalisasi Potensi Pajak 

Dalam Rangka 

Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (Pad) Di 

Kabupaten Jember 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pajak 

yang sangat tidak berpotensi di Kabupaten Jember 

dengan tolak ukur hasil (yield) adalah pajak hotel 

dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak 

penerangan jalan. Sedangkan pajak yang sangat 

berpotensi adalah pajak galian golongan C. 

Penilaian persepsi masyarakat mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan 

pajak daerah adalah faktor kelembagaan sebesar 

55% dengan kriteria faktor adalah masih 

rendahnya law of enforcement terhadap tindakan 

penyalahgunaan penerimaan pajak dan masih 

lemahnya sistem administrasi dalam pengelolaan 

penerimaan pajak daerah. Rekomendasi kebijakan 

adalah pentingnya pengelolaan pajak daerah yaitu 

62% melalui peningkatan inovasi dalam sistem 

pemungutan pajak dan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. 

 

2.5. Kerangka Berpikir  

Pajak daerah merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk 

mewujudkan pembangunan daerah. Pajak daerah juga memiliki peranan yang 

cukup besar sebagai salah satu sumber pendukung pencapaian PAD. Melalui 

pemungutan pajak daerah yang banyak mengalami hambatan pada pelaksanaan 

pemungutan, mengakibatkan menjadi tidak tercapainya target Pajak daerah yang 

telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut apabila tidak diperhatikan maka akan 

mempengaruhi pembangunan daerah. 

Menurut Julita et al., (2014) Anggaran adalah “Suatu rencana yang disusun 

secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang 
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dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu 

untuk masa yang akan datang. Pengawasan merupakan penggunaan bentuk 

sasaran yang telah di tetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-

kegiatan manajerial. Dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan 

yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai 

langkah pertama dalam pengawasan. 

Adapun Kerangka Konsep Dalam Penelitian ini yaitu :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Keragka Berpikir Penelitian 

Pendapatan Asli Daerah 

Bapenda 

Potensi Pajak 

Daerah 

Target Realisasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian Kualitatif dengan 

analisis deskriptif dan penelitian kuantitatif.  Kualitatif yaitu data yang berbentuk 

kalimat verbal dan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan 

Menurut Sugiyono ( 2013 ) penelitian kualitatif adalah merupakan pendekatan 

penelitian yang mendasarkan diri pada paradigma postpositivist dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian kuantitatif, yang dimana bertujuan 

untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah 

ditentukan untuk menjawab rumusan masalah 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

 Tujuan utama dari pemberian definisi operasional adalah suatu definisi 

yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau memberikan 

operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun definisi 

operasional dari penelitian ini adalah 

1. Pendapatan Asli Daerah adalah Hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta 

lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sebagaimana tercantum dalam 

undang-undang 

2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
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digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli 

Serdang yaitu di Jalan. Jenderal Sudirman No.2 Lubuk Pakam - 20512 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari – Agustus 2022 

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

Jadwal 

Kegiatan 
Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 

Septem

ber 

                                 

Jadwal 

Kegiatan 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan 

Judul 
                

                

Pembuatan 

Proposal 
                

                

Bimbingan 

Proposal 
                

                

Seminar 

Proposal 
                

                

Pengumpul

an Data 
                

                

Bimbingan 

Skripsi 
                

                

Sidang 

Meja Hijau 
                

                

3.4 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif dan 

Kualitiatif. Data kuantitatif adalah data penelitian berupa angka-angka yang akan 
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diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan 

masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2018). 

Data kuantitatif dalam penelitian berupa data target dan realisasi Pajak Daerah. 

Sedangkan Data Kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data  

kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan Menurut (Sugiyono, 

2013). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data wawancara.  

2. Sumber Data 

 Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan 

(Sugiyono, 2018). Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui 

data yang dipublikasi oleh lembaga penyedia data (Sugiyono, 2018).  

 Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti langsung dari sumber pertama melalui teknik wawancara kepada 

pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah. Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah laporan target dan realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Yin (2014), teknik pengumpulan data merupakan rangkaian 

langkah-langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data agar penelitian dapat 

diteliti dan pertanyaan penelitian terjawab. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar yang diterapkan 
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Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut; 

1. Dokumentasi/ Telaah Dokumen 

Menurut Yin (2014), penggunaan dokumen yang paling penting adalah 

mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Pertama, dokumen 

membantu memverifikasi ejaan dan judul atas nama yang benar dari organisasi-

organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. Kedua, dokumen dapat 

menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-

sumber lain. Jika bukti dokumenter bertentangan dan bukannya mendukung, 

peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan. 

Ketiga, informasi dapat dibuat dari dokumen-dokumen tersebut. 

2. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi yang 

terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam proses wawancara 

ini terdiri dari beberapa topik pertanyaan yang diajukan pada proses tanya jawab 

kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian serta memiliki 

wewenang untuk memberikan data dan informasi. Proses wawancara ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. 

Menurut (Creswell, 2015), langkah-langkah wawancara antara lain, sebagai 

berikut: 

Tahap 1. Menentukan pertanyaan riset 

Pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka, umum, dan bertujuan baik untuk 

memahami fenomena sentral dalam penelitian. 

Tahap 2. Mengidentifikasi sumber yang akan diwawancarai 
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Menentukan siapa saja yang mampu memberikan informasi sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Ukuran dari sumber yang dapat dikatakan memenuhi syarat 

penelitian bukan dari banyaknya sumber yang akan diwawancarai, melainkan 

seberapa dalam narasumber mampu memberikan informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 

Tahap 3. Menentukan tipe wawancara 

Tipe wawancara yang disarankan adalah tipe wawancara yang praktis dan 

dapat menghasilkan informasi yang penting dan paling berguna untuk menjawab 

pertanyaan riset. 

Tahap 4. Menggunakan prosedur rekaman yang memadai 

Peralatan yang direkomendasikan oleh (Creswell, 2015) adalah peralatan 

seperti microfon kecil (yang ditempelkan di baju) untuk yang diwawancari 

ataupun yang mewawancarai. 

Tahap 5. Merancang dan menggunakan protokol wawancara 

Formulir sepanjang empat atau lima halaman (termasuk ruang untuk 

menulis jawaban), dengan sekitar lima hingga tujuh pertanyaan terbuka dan ruang 

yang mencukupi antara pertanyaan dan untuk menulis respon individu (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Tahap 6. Menyempurnakan lebih lanjut pertanyaan wawancara dan prosedur  

(Hennink et al., 2020), merekomendasikan penggunaan pilot test untuk 

menyempurnakan dan mengembangkan instrument penelitian, mengukur derajat 

pengamat, membingkai pertanyaan, mengumpulkan informasi latar belakang, dan 

mengadaptasi prosedur riset. 

Tahap 7. Menentukan lokasi wawancara 
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Tempat yang direkomedasikan, yaitu lokasi yang suasananya cukup tenang 

dan bebas dari gangguan, serta lokasi yang memungkinkan penulis melakukan 

perekaman secara akurat tanpa ada kebisingan.   

Tahap 8. Memperoleh persetujuan dari partisipan 

Meminta partisipan untuk mengisi formulir persetujuan untuk menjadi 

bagian aktif dari penelitian tersebut, membacakan kembali isi dari persetujuan 

tersebut, waktu yang akan dibutuhkan untuk melakukan wawancara, dan rencana 

penggunaan hasil wawancara. 

Tahap 9. Gunakanlah prosedur wawancara yang baik 

Konsisten pada pertanyaan tersebut, selesaikan wawancara dalam waktu 

yang disepakati, bersikap sopan, dan menghargai, serta menyampaikan sedikit 

pertanyaan dan saran. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Braun & Clarke (2006), mengemukakan cara untuk menganalisis data hasil 

wawancara, yaitu dengan menggunakan analisis tematik. Analisis tematik adalah 

sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan 

melaporkan pola-pola tema yang terdapat dalam data. Tahap pertama yang 

dilakukan adalah dengan mentranskrip data hasil wawancara berupa verbatim. 

Setelah itu, penulis melakukan pengkodean kata-kata dari hasil transkrip tersebut. 

Selanjutnya, kutipan hasil wawancara tersebut, digunakan untuk memperkuat 

argumen dari hasil penelitian yang digunakan. Hal tersebut bertujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada pembaca untuk menguji argumen penulis dengan 

melihat langsung ekstrak data aslinya. Lambang yang biasa digunakan untuk 

melakukan koding pada ekstrak hasil wawancara antara lain:  
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1. Lambang ‘[…]’ arti dari lambang ini adalah untuk menunjukkan bahwa dari 

hasil ekstrak wawancara ada kalimat yang mungkin tidak relevan yang 

digunakan untuk memperkuat argumen penulis, sehingga tidak perlu 

ditunjukkan. 

2. Lambang ‘(…)’ digunakan penulis untuk menulis kalimat klarifikasi makna 

dari data asli. 

Beberapa tahapan analisis tematik mirip dengan tahapan penelitian 

kualitatif lainnya. Proses ini dimulai ketika peneliti mulai melihat dan mencari 

pola makna dan isu-isu kepentingan yang potensial dalam data selama 

pengumpulan data. Menurut (Braun & Clarke, 2006), secara umum ada 6 (enam) 

tahap pedoman yang digunakan dalam melakukan analisis tematik antara lain, 

sebagai berikut: 

Tahap 1: Mengenali data yang diperoleh  

Ketika melakukan analisis, data telah dikumpulkan atau telah diperoleh. Jika 

data dikumpulkan dengan sarana interaktif, maka untuk melakukan analisis 

peneliti perlu memiliki pengetahuan sebelumnya mengenai data dan beberapa 

kepentingan dari analisis awal. Pada tahap ini, peneliti mulai membuat catatan 

atau menandai ide untuk koding. Koding ini terus dikembangkan dan ditetapkan 

pada semua analisis yang dilakukan. 

Tahap 2: Menghasilkan kode awal 

Tahap ini dimulai ketika peneliti telah mengenali data dan telah membuat 

daftar awal dari ide-ide mengenai hal yang terdapat dalam data yang diperoleh 

dan yang menarik dari data-data tersebut. Koding tergantung pada tujuan 
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dilakukan koding pada semua isi data atau koding dilakukan hanya untuk 

mengidentifikasi fitur tertentu dari kumpulan data tersebut. 

Tahap 3: Mencari tema 

Tahap ini dimulai ketika semua data telah dikode dan disusun pada sebuah 

daftar dengan kode-kode yang berbeda yang telah mengidentifikasi seluruh data 

yang ada. Selain itu, tahap ini memfokuskan analisis pada tingkat yang lebih luas 

dari tema. Pada dasarnya, dimulai dengan melakukan analisis kode dan 

mempertimbangkan kode yang berbeda dapat digabungkan sehingga membentuk 

sebuah tema yang menyeluruh. 

Tahap 4: Meninjau ulang tema  

Tahap ini dimulai ketika tema telah disusun dengan sempurna. Selama tahap 

ini, akan dibuktikan bahwa beberapa tema yang dipilih merupakan tema yang 

tidak tepat untuk digunakan. Hal ini terjadi jika tidak ada data yang cukup untuk 

mendukung tema-tema tersebut atau data yang ada beragam. 

Tahap 5: Mendefinisikan dan pemberian nama tema  

Tahap ini dimulai ketika diperoleh peta tematik yang memuaskan terhadap 

data yang dimiliki. Selanjutnya, mendefinisikan dan menyempurnakan tema-tema 

yang akan digunakan untuk melakukan analisis. Mendefinisikan dan memperbaiki 

tema-tema tersebut berarti mengidentifikasi esensi mengenai hal yang 

dimaksudkan dari tema-tema tersebut serta menentukan aspek dari data pada tema 

yang diperoleh. Ekstrak data yang dikumpulkan utntuk setiap tema kemudian di 

organisir ke dalam rekening yang koheren dan konsisten dengan disertai narasi. 

Dalam hal ini, isi ekstrak tidak hanya dikutip dari data yang disajikan tetapi juga 

dilakukan identifikasi hal yang menarik dari isi ekstrak tersebut dan penyebabnya. 
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Tahap 6: Membuat laporan  

Tahap ini dimulai ketika tema yang diperoleh telah siap untuk digunakan 

yang melibatkan analisis akhir dan laporan tertulis. Laporan tertulis digunakan 

untuk menyampaikan cerita yang rumit dari data yang diperoleh dengan cara 

meyakinkan pembaca mengenai keunggulan dan validitas dari hasil analisis. 

Laporan tertulis ini perlu mnyediakan informasi lebih, bukan hanya sekedar 

menampilkan data. Ekstrak tersebut perlu melekat dalam sebuah narasi analisis 

yang menarik dengan menggambarkan cerita yang disampaikan mengenai data 

dan narasi analisis tersebut perlu melampaui deskripsi data serta membuat 

argumen dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian. 

Untuk sumber data yang diperoleh penulis diluar dari hasil wawancara 

peneliti menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh (Creswell, 2015), 

terdapat tiga teknik analisisi data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian 

berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data 
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kualitatif berupa teks narasi (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, 

jaringan dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur 

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

keuangan yang di pimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Terhitung sejak 2017 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 

2016 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang berubah dari Dinas 

Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Kabupaten Deli Serdang 

juga merupakan Kabupaten Kota yang kedua yang menerima pengalihan Pajak 

Bumi dan Bangunan di Sumatera Utara. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang yang beralamat di JL. Jenderal Sudirman No. 2 Lubuk Pakam, Kode 

pos: 20512, Tel/Fax (061)-7955788, Email bapenda@deliserdangkab.go.id juga 

merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang No. 786 Tahun 2014 Tentang 

Tugas Pokok dan Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten 

Deli Serdang, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang keuangan khusunya dalam pengelolaan pemungutan 

pendapatan asli daerah. Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan 

khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah yang di   
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tetapkan dalam Peraturan Daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang 

keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah, 

pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam 

pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah, pembinaan teknis 

penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah khususnya 

dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah, dan pelaksanaan fungsi 

lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2233 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Peragkat 

Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki Struktur 

Organisasi sebagai berikut: 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli 

Serdang 

 

Sumber : bapenda.deliserdangkab.go.id 
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Tugas dan Fungsinya Sebagai Berikut : 

Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok 

yaitu membantu Bupati melaksanakan layanan urusan penunjang pemerintahan 

bidang Pengelolaan Pendapatan, Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi 

kewenangan dearah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.  

Sekretaris Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas 

pokok yaitu membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan rencana 

program dan kegiatan, mengkoordinasikan, urusan administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan, dan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta 

monitoring. 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan 

Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Sekretaris dalam 

melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, 

rumah tangga, kepustakaan, adminsitrasi kepegawaian dan pengelolaaan 

inventaris barang dan asset badan. 

Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang 

memiliki tugas pokok yaitu membantu Sekretaris dalam melaksanakan 

penatausahaan keuangan. 

Kepala Sub Bagian Program Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang 

memiliki tugas pokok yaitu membantu Sekretaris dalam melaksanakan 

penyusunan rencana anggaran dan program kegiatan. 

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan 

Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Badan 

dalam melaksanakan tugas di Bidang Perencanaan dan Pengembangan 
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Pendapatan Daerah dalam penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan 

pengembangan serta evaluasi pendapatan daerah. 

Kepala Sub Bidang Perencanaan Badan Pendapatan Kabupaten Deli 

Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Pendapatan Daerah dalam menyusun, memverifikasi bahan-bahan 

data untuk perencanaan target penerimaan pendapatan daerah. 

Kepala Sub Bidang Pengembangan Badan Pendapatan Kabupaten Deli 

Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan dalam menyusun bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan 

pemberian bimbingan teknis/sosialisasi peningkatan pendapatan daerah. 

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Badan Pendapatan Kabupaten 

Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Bidang Perencanaan 

dan Pengembangan dalam mempersiapkan bahan evaluasi, pengawasan dan 

pelaporan pendapatan daerah. 

Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang 

memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas di 

Bidang Pajak Daerah dalam pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan, 

penagihan dan pembukuan pajak daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang 

Burung Walet. 

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Badan 

Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu 
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Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan pendataan dan pendaftaran 

wajib pajak daerah. 

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah Badan 

Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu 

Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penetapan pajak daerah. 

Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah Badan 

Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu 

Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penagihan tunggakan pajak 

daerah, keberatan, pengurangan dan pembukuan realisasi pajak daerah. 

Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Badan Pendapatan Kabupaten 

Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Badan dalam 

pelaksanaan tugas Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dalam pendataan dan 

penilaian, penetapan, penagihan dan pembukuan pajak bumi dan bangunan sesuai 

kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 

Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu 

membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaksanakan 

pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan. 

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan 

Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu 

membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaksanakan 

penetapan dan keberatan pajak bumi dan bangunan. 

Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan 

Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu 
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membantu Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaksanakan 

penagihan tunggakan pajak bumi dan bangunan, keberatan, pengurangan dan 

pembukuan realisasi pajak bumi dan bangunan. 

Kepala Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak 

Pemerintah Provinsi Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas 

pokok yaitu membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Bidang BPHTB, 

Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintahan Provinsi dalam 

Verifikasi dan Validasi BPHTB, Penagihan dan Pembukuan BPHTB, dan 

koordinasi terhadap penganggaran dan realisasi Retribusi Daerah serta dana bagi 

hasil pajak pemerintah provinsi. 

4.2 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang dari 

Sekor Pajak  

4.2.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Deli Serdang 

 Efektivitas merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya suatu 

organisasi untuk dapat mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang 

seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu 

organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2011), dengan demikian 

untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah menurut 

Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi (2011) dapat digunakan rumus sbb: 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔 =
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 𝒅𝒂𝒏 𝑹𝒆𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒔𝒊 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 

𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 𝒅𝒂𝒏 𝑹𝒆𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒔𝒊 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan 

menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas. 
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Tabel 4.1 Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100%  Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

          Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang tentang pendapatan pajak daerah berdasarkan Target dan 

realisasi penerimaan. Peneliti menemukan bahwa dalam kurun waktu 2016 – 2020 

tercapainya target penerimaan pajak daerah hanya terjadi pada tahun 2017, 

sedangkan selebihnya tidak mencapai target dan rata – rata realisasi 

penerimaannya hanya berada pada 81%  

 Berikut ini merupakan data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 

Kabupaten Delis Serdang tahun 2016 – 2020. 

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah 

Tahun Target Realisasi 
Presentase 

Penerimaan 

Kategori 

2016 487.186.468.000 426.484.851.696 88% Cukup Efektif 

2017 528.022.000.000 553.610.032.994 105% Sangat Efektif 

2018 720.622.000.000 558.329.589.200 77% Kurang Efektif 

2019 945.382.220.000 652.563.113.786 69% Kurang Efektif 

2020 881.571.250.000 596.316.675.898 68% Kurang Efektif 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 

 Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 – 2020 rata-rata 

penerimaan pajak Kabupaten Deli Serdang tidak mencapai target. Artinya, banyak 

wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya. 

Terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak 

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak belum sesuai yang diharapkan. 
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 Berdasarkan tabel di atas, penerimaan yang mencapai target hanya terjadi 

pada tahun 2017 dengan target penerimaan sebesar Rp. 528.022.000 dan  

realisasinya mencapai Rp. 553.610.032.994 dengan presentase 105% atau 

dikategorikan  Sangat Efektif, artinya target penerimaan pajak pada tahun tersebut 

telah tercapai. 

 Namun, apabila di lihat dari target penerimaan tahun berikutnya realisasi 

penerimaan pajak tidak tercapai. Dimana, pada tahun 2018 target penerimaan 

pajak daerah mencapai Rp. 720.622.000.000 dan realisasinya hanya sebesar Rp. 

558.329.589.200 dengan presentase penerimaan hanya 77% atau masuk kategori 

kurang efektif. Pada tahun 2019 target penerimaan pajak daerah mencapai Rp. 

945.382.220.000 dan realisasinya hanya sebesar Rp. 652.563.113.786 dengan 

presentase 69% dan pada tahun 2020 target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 

881.571.250.000 dan realisasinya hanya sebesar Rp. 596.316.675.898 dengan 

presentase 68%. Artinya, apabila kita lihat dari tahun 2018 – 2020 dapat 

disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang 

tidak mencapai target dan terus mengalami penurunan.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Arrohimah bagian analisis 

keuangan pusat dan daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 

mengatakan bahwa penurunan pajak daerah salah satunya pada tahun 2020 masa 

pandemi covid-19, banyak pekerja kantor yang bekerja dari rumah dan melakukan 

rapat secara zoom,serta banyak tempat hiburan yang di tutup.  

 Secara Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 

mengalami berbagai hambatan atau kendala dalam mencapai target yang 

ditetapkan, antara lain : 
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1. Potensi pajak restoran lebih besar di kawasan bandara, dimana dengan 

adanya wabah Covid 19 sehingga mengakibatkan penumpang pesawat 

menurun drastis dan beberapa restoran di bandara tutup yang 

mengakibatkan menurunnya omzet pajak restoran. 

2. Menurunnya tingkat penghasilan masyarakat sehingga berdampak 

menurunnya daya beli masyarakat yang mempengaruhi berbagai 

penerimaan pajak daerah baik pajak hotel, restoran, hiburan maupun parkir 

3. Sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih lemah. 

4. Masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga 

mengurangi realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. 

  Dari adanya penurunan perekonomian secara nasional yang mempengaruhi 

berbagai aspek kehidupan dan dunia usaha sehingga kenaikan penerimaan pajak 

tidak terlalu signifikan bahkan menurun. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang berlokasi di Dinas Keuangan 

Kabupaten Tuban yang dilakukan Yosia dan Mario (2018) yang menyatakan 

bahwa pada tahun 2017 Pedapatan Asli daerah mengalami penurunan yang 

diakibatkan oleh kesadaran wajib pajak yang masih minim. Penelitian yang 

dilakukan oleh Reza (2013) di kabupaten Surabaya efektivitas Pajak Daerah 

mengalami penurunan sejak tahun 2009 – 2012 . Pendapatan Asli Daerah. Hasil 

yang sama juga dihasilkan oleh penelitian (Waoma, 2017) Efektivitas Pajak 

Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 sebesar 43,23% tergolong 

kategori tidak efektif. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang kooperatif 

antara petugas pemeriksa dengan Wajib Pajak baik yang mempunyai penghasilan 
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besar, menengah, dan kecil. Mereka memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan 

yang relatif tinggi mengenai kewajiban perpajakannya. Namun Penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nasution, 2020) yang menyatakan 

Efektivitas Pajak Daerah terhadap PAD masing-masing daerah Eks- Karesidenan 

Surakarta pada tahun 2014-2015 tergolong sangat efektif, karena berada di atas 

100%. Penelitian yang dilakukan oleh (Nooraini & Yahya, 2018) yang 

menyatakan  Efektivitas Pajak Daerah terhadap PAD dinas pendapatan daerah 

kota Batu Provinsi Jawa Timur tergolong sangat efektif. Penelitian yang 

dilakukan oleh (RINA, n.d.) dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara yang 

menyatakan bahwa Pajak Asli Daerah 2011 – 2014 mengalami kenaikan yang 

cukup signifikan dengan dan  PAD dengan rata-rata 5,04%. 

4.3 Potensi Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Mahmudi (2016) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah 

ada, hanya belum dapat atau diperoleh di tangan. Jika dikaitkan dengan PAD 

maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan 

kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian tujuan negara. Kesanggupan yang 

dimaksudkan yaitu kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, atau 

dapat pula diartikan sebagai kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. 

Serta dapat pula diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan daerah untuk 

menghasilkan dana dalam keadaaan seratus persen berdasarkan sumber daya yang 

ada. Dimana potensi diharapkan dapat menghasilkan sesuai yang berguna bagi 

daerah yang ditujukan untuk peningkatan kemajuan pembangunan daerah 

(Kobandaha & Wokas, 2016).  
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Pajak daerah merupakan salah satu dari empat unsur penyumbang pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah diperoleh dari perbandingan antara realisasi Pajak Daerah dengan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Setelah diperoleh hasil persentase kemudian 

dapat dicocokkan dengan kriteria kontribusi dan dapat disimpulkan bahwa Pajak 

Daerah memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah atau tidak.  

Kriteria kontribusi tersebut adalah sebagai berikut: 

Rasio Kriteria 

0,00% - 10,00% Sangat Kurang 

10,00% - 20,00% Kurang 

20,00% - 30,00% Sedang 

30,00% - 40,00% Cukup 

40,00% - 50,00% Baik 

Diatas 50,00% Sangat Baik 

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 

Semakin tinggi persentase atau rasio yang diperoleh mengidentifikasikan 

semakin tinggi atau besar tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD. 

Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD 

Tahun Realisasi Pajak  PAD  Kontribusi Kriteria  

2016 426.484.851.696 432.131.845.878 98,69% Sangat Baik  

2017 553.610.032.994 557.559.474.513 99,29% Sangat Baik 

2018 558.329.589.200 565.695.087.233 99,70% Sangat Baik 

2019 652.563.113.786 657.659.715.077 99,23% Sangat Baik 

2020 596.316.675.898 600.005.646.014 99,39% Sangat Baik 

Sumber : Data Diolah oleh Penulis 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kontribusi pajak daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang pada 



50 
 

 
 

tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2016 pajak daerah 

memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang sebesar 

98,69% dengan kriteria “Sangat baik”, pada tahun 2017 mengalami kenaikan 

menjadi sebesar 99,29% dengan kriteria “Sangat baik”, pada tahun 2018 

meningkat menjadi sebesar 99,70% dengan kriteria “Sangat baik”, pada tahun 

2019 menurun menjadi 99,23% dengan kriteria “Sangat baik”, pada tahun 2020 

meningkat menjadi sebesar 99,39% dengan kriteria “Sangat baik”. Rata-rata 

kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli 

Serdang pada tahun 2016-2020 Sebesar 99,26%. 

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 

tahun 2016-2020 terbesar pada tahun 2018 yaitu 99,70%. Dan kontribusi paling 

rendah terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 98,69%. Peningkatan dan penurunan 

kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi karena 

disebabkan oleh menurunnya penerimaan jenis Pajak Daerah sedangkan 

penerimaan PAD meningkat. Berdasarkan ukuran kemampuan tersebut maka 

diketahui bahwa pajak daerah sangat mampu menjadi penyumbang yang besar 

terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang.  

Tabel 4.5 Matrik Komposisi Penerimaan dan Pertumbuhan Penerimaan Jenis 

Retribusi Daerah 

Kontribusi 

Pertumbuhan 

𝐷𝑋𝑖

𝐷𝑋
≥ 1 (tinggi) 

𝐷𝑋𝑖

𝐷𝑋
≤ 1 (rendah) 

𝐷𝑋𝑖

𝐷𝑋
≥ 1 (tinggi) 

Prima Berkembang 

𝐷𝑋𝑖

𝐷𝑋
≤ 1 (rendah) 

Potensial Terbelakang 

 

Keterangan : 

DXi Adalah pertumbuhan setiap jenis retribusi daerah 
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DX Adalah pertumbuhan seluruh penerimaan retribusi daerah 

Xi Adalah total hasil setiap jenis retribusi daerah 

X Adalah rata-rata seluruh penerimaan retribusi daerah 

Berdasarkan analisis overlay dan klasifikasi pajak daerah dan retribusi 

daerah secara garis besar dikelompokan menjadi 4 kondisi : 

a. Prima apabila retribusi daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan 

sama dengan atau lebih dari 1 persen 

b. Potensial apabila retribusi daerah diberikan kontribusi sama dengan atau 

lebih dari 1 persen sedangkan pertumbuhan kurang dari 1 persen 

c. Berkembang apabila retribusi daerah diberikan kontribusi kurang dari 1 

persen sedangkan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen 

d. Terbelakang apabila retribusi daerah diberikan kontribusi dan 

pertumbuhan kurang dari 1 persen 

Kategori kontribusi jenis Pajak Daerah ditentukan dengan mengambil rata- 

rata kontribusi dari 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah sebagai tolak ukur dan 

kemudian dibandingkan dengan kontribusi Pajak Daerah. Rata-rata kontribusi 

Pajak Daerah dapat diketahui dengan mengambil data kontribusi Pajak Daerah 

dari tahun 2016-2020 kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi Pajak Daerah 

yaitu 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah tersebut. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah 

dapat diketahui dengan rumus: 

Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah = 
𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑅𝑎𝑡𝑎 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝐽𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 

Kontribusi jenis Pajak Daerah dikatakan tinggi apabila memberikan 

kontribusi lebih besar dari rata-rata kontribusi Pajak Daerah, dan dikatakan rendah 

apabila memberikan kontribusi lebih kecil dari rata-rata kontribusi Pajak Daerah. 
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Tabel 4.6 Rekapitulasi Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran 

Jenis Pajak 
Kontribusi % Rata- Rata 

Kontribusi % 
Keterangan 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pajak Hotel 0,45 0,49 1,06 1,01 0,53 0,71 Rendah 

Pajak Restoran 4,08 4,04 4,96 4,72 3,10 4,18 Tinggi 

Pajak Hiburan 0,22 0,28 0,39 0,61 0,29 0,36 Rendah 

Pajak Reklame 1,20 1,19 1,17 1,00 1,15 1,14 Tinggi 

Pajak Penerangan 

Jalan 
25,00 24,65 27,95 26,22 28,91 26,54 

Tinggi 

Pajak Bahan 

Galian Gol.C 
2,05 1,06 2,07 0,25 0,12 1,11 

Tinggi 

Pajak Parkir 1,31 1,32 1,58 1,48 0,84 1,30 Tinggi 

Pajak ABT 2,27 1,89 2,38 1,20 1,01 1,75 Tinggi 

Pajak Sarang 

Burung Walet 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rendah 

PBB Perkotaan dan 

Perdesaan 30,86 25,54 27,72 30,20 30,97 29,06 
Tinggi 

Pajak BPHTB 31,24 39,56 30,73 33,32 33,08 33,58 Potensial 

Dari tabel dan gambar diatas, menunjukkan kontribusi Pajak Daerah masih 

 rendah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah tergolong 

dalam kriteria “sangat kurang” dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Deli Serdang. Hal ini membuktikan bahwa Pemda 

Kabupaten Kabupaten Deliserdang belum secara optimal mengupayakan 

pemungutan pajak daerah. Oleh karena itu perlu meningkatkan penerimaan setiap 

jenis pajak daerah karena penerimaan pajak daerah masih potensial untuk 

ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah. 

Sesuai teori (Prakosa, 2005) yang mengemukakan bahwa potensi 

merupakan kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan 

atau bahkan dikembangkan. Potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan di 

lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian 

dikalikan dengan tarif dasar pajak.Potensi pajak sangat menentukan besarnya 
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pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu 

diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. 

Hal ini akan memudahkan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan 

pemungutan pajak tersebut. Berdasarkan teori yang telah disampaikan oleh 

Prakosa, maka hasil penelitian penulis hamper sama dengan teori tersebut. Pada 

penelitian penulis, potensi pajak hotel di Kota Padang cukup besar namun 

realisasi penerimaan pajak hotel tidak sesuai dengan potensi tersebut. 

Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah pada dasarnya ditempuh 

melalui upaya ekstensifikasi dan intemsifikasi, yaitu: 

a. Ekstensifikasi 

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah 

Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak. Fokus dari kegiatan 

ekstensifikasi adalah penggalian pendapatan melalui penambahan jumlah 

wajib pajak. Pemerintah daerah dalam hal ini mangidentifikasi dan selalu 

mengikuti perkembangan usaha restoran, hotel, pajak hiburan dan objek 

pajak lainnya yang berpeluang dijadikan objek pajak. 

b. Intensifikasi 

Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar 

penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan 

teliti. Subjek pajak hotel, pajak hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

dalam hal ini pengusaha hotel, pengusaha hiburan memegang peranan 

penting, sebab selain wajib pajak juga berfungsi sebagai Wajib Pungut. 

Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Reklame, sangat 

tergantung pada subjek pajak karena merekalah yang harus menentukan 
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besar kecilnya pajak yang harus disetor kepada Kantor BPKPAD. Segala 

kemungkinan manipulasi perhitungan pajak bisa saja terjadi karena perlu 

disadari bahwa kegiatan pemeriksaan sangat sulit dilakukan. Selain upaya 

tersebut, dapat diterapkan pembayaran pajak dengan menggunakan sistem 

online. Sistem online dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan 

kewajiban pajaknya dan sangat sedikit peluang untuk manipulasi data 

pembayaran pajak. Sistem online ini cukup efektif diterapkan di daerah 

lain dan berjalan dengan baik 

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Wulandari, 2017) yang 

berjudul Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Tanah Datar, diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi Pajak Hotel 

yang ada dikabupaten tanah datar tahun 2013 sampai tahun 2015 sangat tinggi, 

namun yang terealisasi belum sampai separoh dari potensi yang ada, hal ini 

menunjukkan kurangnya pemanfaatan potensi yang ada oleh pemerintah daerah, 

yang seharusnya bisa digunakan untuk dijadikan pendapatan daerah yang bisa 

meningkatkan pendapatan daerah namun pemerintah daerah belum bisa 

memanfaatkan hal tersebut.  

Tabel 4.7 Rekapitulasi Rata-rata Pertumbuhan Pajak Daerah 

JENIS 

PENERIMAAN 

PAJAK  DAERAH 

Pertumbuhan % Rata-Rata 

Pertumbuhan  

% 

Keterangan  

2017 2018 2019 2020 

Pajak Hotel 39,73 115,82 11,56 -52,21 28,73 Tinggi 

Pajak Restoran 26,83 23,77 11,25 -39,91 5,49 Tinggi 

Pajak Hiburan 60,34 43,25 82,26 -56,58 32,32 Tinggi 

Pajak Reklame 26,4 -0,58 0,34 5,15 7,83 Tinggi 

Pajak Penerangan 

Jalan 
26,32 14,36 9,64 0,76 

12,77 
Tinggi 

Pajak Bahan Galian 

Gol.C 
-33,78 97,36 -86,06 -53,94 

-19,11 Rendah 
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Pajak Parkir 28,45 20,74 9,74 -48,39 2,64 Tinggi 

Pajak ABT 6,48 27,21 -41,37 -22,85 -7,63 Rendah 

Pajak Sarang Burung 

Walet 
-21,95 21,88 12,82 -42,73 

-7,50 Rendah 

PBB Perkotaan dan 

Perdesaan 
5,99 9,47 27,35 -6,3 

9,13 

Tinggi 

Pajak BPHTB 62,22 -21,66 26,73 -9,28 14,50 Tinggi 

A. Total Pajak Daerah 29,81 0,85 16,88 -8,62 9,73 Tinggi 

Pertumbuhan masing-masing jenis Pajak Daerah di Kabupaten Deli serdang 

tahun 2017-2020 sifatnya fluktuatif. Tidak ada jenis pajak yang  meningkat dari 

tahun ke tahun. Semua jenis pajak mengalami kondisi naik turun dalam realisasi 

penerimaannya. Dari tahun 2017 sampai tahun 2020, hampir semua mengalami 

kenaikan dan penurunan nilai pertumbuhan jenis pajak daerah. Namun di Tahun 

2020 hampir semua pajak mengalami penurunan hal ini dikarenkana adanya 

pandemi yang mengakibatkan melemahnya seluruh keuangan dunia.  

Tabel 4.8 Matriks Potensi Pajak Daerah Tahun 2016-2020 

Jenis Pajak Matriks Potensi 
Keterangan 

Kontribusi Pertumbuhan 

Pajak Hotel Rendah Tinggi Berkembang  

Pajak Restoran Tinggi Tinggi Prima 

Pajak Hiburan Rendah Tinggi Berkembang  

Pajak Reklame Tinggi Tinggi prima 

Pajak Penerangan Jalan Tinggi Tinggi Prima 

Pajak Bahan Galian Gol.C Tinggi Rendah Potensial 

Pajak Parkir Tinggi Tinggi Prima 

Pajak ABT Tinggi Rendah Potensial 

Pajak Sarang Burung Walet Rendah Rendah Terbelakang 

PBB Perkotaan dan 

Perdesaan 

Tinggi Tinggi Prima 

Pajak BPHTB Tinggi Tinggi Prima 

Tabel di atas menunjukkan bahwa potensi objek Pajak Daerah di 

Pemerintah Kabupaten Deli serdang 2016-2020 didominasi oleh matriks potensi 

dengan kategori Prima yang terdiri dari  6 sektor dan menjadi sektor andalan bagi 

pemerintah Kabupaten Deli serdang, yaitu Pajak Pajak Restoran, Pajak Reklame, 
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Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, PBB Perkotaan dan Perdesaan dan Pajak 

BPHTB. Ini menunjukkan bahwa keenam objek pajak ini berpotensi dalam 

meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah bila dikelola dengan baik. Penerimaan 

objek Pajak Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Parkir, PBB Perkotaan dan Perdesaan dan Pajak BPHTB masuk kategori prima 

karena memberikan kontribusi yang besar (potensial) dengan tingkat pertumbuhan 

yang meningkat atau stabil (positif). Maka oleh pemerintah kelima jenis pajak ini 

perlu dipertahankan agar tetap memiliki kontribusi tinggi terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Matriks potensi dengan kategori Potensial yang terdiri dari  2 sektor pajak 

yaitu Pajak Bahan Galian Gol.C dan Pajak ABT, dan masih di kategorikan tinggi 

dan dilakukan ekstensifikasi supaya lebih baik lagi dan seharusnya ditingkatkan 

agar kontribusi jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

semakin besar dengan cara mempertahankan kenaikan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) setiap tahunnya agar kontribusi pajak daerah dapat dilihat dengan 

baik. 

Matriks potensi dengan kategori berkembang yang terdiri dari  2 sektor 

pajak yaitu Pajak Hotel dan Pajak hiburan, dan masih dikategorikan baik sehingga 

perlu dilakukan ekstensifikasi supaya lebih baik lagi dan seharusnya ditingkatkan 

agar kontribusi jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

semakin besar dengan cara mempertahankan kenaikan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) setiap tahunnya agar kontribusi pajak daerah dapat dilihat dengan 

baik. 



57 
 

 
 

Sedangkan Pajak Sarang Burung Walet menurut matriks potensi berada 

dalam kriteria terbelakang. Maka dari itun diperlukan adanya evaluasi apakah 

sumber penerimaan yang menguntungkan atau bahkan merugikan. Pajak Sarang 

Burung Walet merupakan jenis pajak yang memiliki kontribusi terendah diantara 

sebelas jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Deli Serdang. Adapun rata-rata 

kontribusi Pajak Sarang Burung Walet selama lima tahun anggaran adalah sebesar 

0,00%  termasuk dalam kriteria yang rendah. Dan rata-rata laju pertumbuhan 

selama lima tahun adalah sebesar -7,50% termasuk dalam pertumbuhan yang 

rendah. Sehingga jenis Pajak Sarang Burung Walet termasuk dalam potensi yang 

terbelakang. 

Menurut (Meliala & Oetama, 2010) menyatakan bahwa tidak tercapainya 

target penerimaan pajak bumi dan bangunan akan mempengaruhi terhadap 

kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana 

pertimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup menopang 

pendapatan daerah. Penyebab atau faktor-fakor belum tercapainya target pajak 

bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 

adalah sebagai berikut: 

a. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak 

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan 

meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap 

pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui 

pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak 

positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. 

(Hardiningsih & Yulianawati, 2011). 
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Pembayaran pajak erat kaitannya dengan kesadaran atau kepatuhan 

untuk membayar pajak. Semakin kecil tingkat kesadaran atau kepatuhan 

wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak 

terhutang yang tidak dilunasi atau dibayar. 

Tingkat kesadaran atau kepatuhan waib pajak dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, antara lain kurangnya informasi mengenai peran dan 

fungsi pajak bagi pembangunan negara, dan tingkat pendapatan wajib 

pajak yang tidak sebanding dengan jumlah pajak yang harus dibayar oleh 

wajib pajak dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya membayar 

pajak bumi dan bangunan. (Ayunda, 2017). 

Solusinya, penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan 

kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang 

kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional 

dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan 

dan pembangunan nasional (Suryadi, 2006). 

b. Masih ada wajib pajak Kabupaten Deli Serdang kurang memahami tentang 

pembayaran dan sanksi pajak 

Solusinya, wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan 

secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Menurut 

penelitian (Hardiningsih & Yulianawati, 2011) “Semakin paham wajib 

pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib 

pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban 

perpajakan mereka, dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka 

akan tau sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT 
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dan NPWP”. Maka dari itu diperlukan penyuluhan pajak yang dilakukan 

secara intensif dan kontinyu. Menurut (Suryadi, 2006) Penyuluhan pajak 

yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan 

pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai 

wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk 

kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. 

c. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetor pajak sesuai 

dengan kewajiban.  

Solusinya, kemauan membayar pajak (willingness to pay tax) 

diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang 

ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara 

langsung (Vanessa & Hari, 2009). Kemauan membayar pajak dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu 

negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan 

tarif pajak. (Devano & Rahayu, 2006). Maka dari itu selain adanya 

kemauan membayar pajak dari wajib pajak itu sendiri, Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang juga perlu melakukan pengecekkan data 

wajib pajak secara rutin.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

1. Penerimaan pajak daerah yang mencapai target hanya terjadi pada tahun 

2017 dengan target penerimaan sebesar Rp. 528.022.000 dan  realisasinya 

mencapai Rp. 553.610.032.994 dengan presentase 105% atau 

dikategorikan Sangat Efektif, artinya target penerimaan pajak pada tahun 

tersebut telah tercapai. 

2. Kontribusi pajak daerah masih sangat rendah, berdasarkan standar yang 

ditetapkan oleh Pemerintah dalam kriterisa “sangat kurang” dalam 

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Hal 

ini membuktikan bahwa Pemda Kabupaten Deli Serdang belum secara 

optimal mengupayakan pemungutan pajak 

3. Matriks potensi dengan kategori Prima yang terdiri dari  6 sektor dan 

menjadi sektor andalan bagi pemerintah Kabupaten Deli serdang, yaitu 

Pajak Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Parkir, PBB Perkotaan dan Perdesaan dan Pajak BPHTB. Matriks potensi 

dengan kategori Potensial yang terdiri dari  2 sektor pajak yaitu Pajak 

Bahan Galian Gol.C dan Pajak ABT. Matriks potensi dengan kategori 

berkembang yang terdiri dari  2 sektor pajak yaitu Pajak Hotel dan Pajak 

hiburan. Sedangkan Pajak Sarang Burung Walet menurut matriks potensi 

berada dalam kriteria terbelakang 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisis kontribusi dan potensi Pajak Daerah sebagai 

sumber penerimaan daerah di Kabupaten Deli Serdang tahun 2016-2020 yang 

penulis lakukan maka sebagai bahan pertimbangan agar kontribusi dan potensi 

Pajak Daerah lebih optimal maka diperlukan lagi beberapa penyempurnaan atas 

kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu peneliti mengemukakan 

beberapa saran berikut: 

1. Badan Pendapatan Daerah harus melakukan sosialisasi kepada pengguna 

wajib pajak daerah, tentang pentingnya pembayaran pajak agar tingkat 

kesadaran masyarakat sadar dalam membayar pajak daerah tanpa perlu 

ditagih. 

2. Sebaiknya untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah, Pemerintah 

Kabupaten Deli Serdang  diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan 

Pajak Daerah dari masing-masing jenis Pajak Daerah yang berpotensi dan 

belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah supaya 

persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak 

naik turun tetapi terus semakin meningkat setiap tahunnya. 

3. Memberikan sanksi yang tegas, sehingga akan menimbulkan kepatuhan 

pada masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak agar dapat 

meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
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LAMPIRAN 

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2016 

JENIS PENERIMAAN DAERAH TARGET REALISASI % 

 
1. Pajak Hotel 2.000.000.000,00 1.955.295.541,18 97,76  

2. Pajak Restoran 14.000.000.000,00 17.626.828.769,32 125,91  

3. Pajak Hiburan 900.000.000,00 951.263.653,28 105,70  

4. Pajak Reklame 7.000.000.000,00 5.190.640.806,77 74,15  

5. Pajak Penerangan Jalan 
91.266.468.000,00 

               
108.019.804.694,00  118,36 

 

6. Pajak Bahan Galian Gol.C 
10.000.000.000,00 

                   
8.854.760.525,00  88,55 

 

7. Pajak Parkir 
5.000.000.000,00 

                   
5.672.677.150,00  113,45 

 

8. Pajak ABT 
9.000.000.000,00 

                   
9.819.201.747,75  109,10 

 

9. Pajak Sarang Burung Walet 
20.000.000,00 

                        
20.500.000,00  102,50 

 

10. PBB Perkotaan dan Pedesaan 
228.000.000.000,00 

               
133.372.917.796,00  58,50 

 

11. Pajak BPHTB 
120.000.000.000,00 

               
135.000.961.013,50  112,50 

 

A. TOTAL PAJAK DAERAH        487.186.468.000,00 426.484.851.696,80 87,54  

12. Pendapatan Denda PBB-P2 
  

                   
3.851.411.211,00   

 

13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya 
  

                   
1.795.582.970,76   

 

B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 
LAINNYA    0,00 

                  
5.646.994.181,76   

 

TOTAL KESELURUHAN  487.186.468.000,00 432.131.845.878,56 88,70  



 
 

 
 

 

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2017  
 

    

JENIS PENERIMAAN DAERAH TARGET REALISASI % 

 

1. Pajak Hotel 
2.500.000.000,00 

                   
2.732.104.583,24  

                 
109,28  

 

2. Pajak Restoran 
21.000.000.000,00 

                 
22.356.815.491,76  

                 
106,46  

 

3. Pajak Hiburan 
1.500.000.000,00 

                   
1.525.251.698,50  

                 
101,68  

 

4. Pajak Reklame 
7.500.000.000,00 

                   
6.561.008.145,48  

                   
87,48  

 

5. Pajak Penerangan Jalan 
140.000.000.000,00 

               
136.452.392.802,00  

                   
97,47  

 

6. Pajak Bahan Galian Gol.C 
12.000.000.000,00 

                   
5.863.937.804,00  

                   
48,87  

 

7. Pajak Parkir 
8.000.000.000,00 

                   
7.286.765.617,20  

                   
91,08  

 

8. Pajak ABT 
12.000.000.000,00 

                 
10.455.827.227,14  

                   
87,13  

 

9. Pajak Sarang Burung Walet 
22.000.000,00 

                        
16.000.000,00  

                   
72,73  

 

10. PBB Perkotaan dan Pedesaan 
237.500.000.000,00 

               
141.364.693.425,00  

                   
59,52  

 

11. Pajak BPHTB 
140.000.000.000,00 

               
218.995.236.199,71  

                 
156,43  

 

A. TOTAL PAJAK DAERAH        
582.022.000.000,00 553.610.032.994,03 

                   
95,12  

 

12. Pendapatan Denda PBB-P2 
  

                   
3.948.014.309,00    

 

13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya 
  

                           
1.427.210,94    

 

B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 
LAINNYA    0,00 

                  
3.949.441.519,94    

 

TOTAL KESELURUHAN 582.022.000.000,00 557.559.474.513,97 

                   
95,80  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018  

 

    

JENIS PENERIMAAN DAERAH TARGET REALISASI % 

 

1. Pajak Hotel 
4.500.000.000,00 

                   
5.896.302.010,88  

                 
131,03  

 

2. Pajak Restoran 
29.000.000.000,00 

                 
27.672.026.964,86  

                   
95,42  

 

3. Pajak Hiburan 
3.000.000.000,00 

                   
2.184.890.157,22  

                   
72,83  

 

4. Pajak Reklame 
8.500.000.000,00 

                   
6.522.718.231,63  

                   
76,74  

 

5. Pajak Penerangan Jalan 
167.500.000.000,00 

               
156.048.741.298,00  

                   
93,16  

 

6. Pajak Bahan Galian Gol.C 
13.000.000.000,00 

                 
11.573.024.060,50  

                   
89,02  

 

7. Pajak Parkir 
8.500.000.000,00 

                   
8.797.807.265,00  

                 
103,50  

 

8. Pajak ABT 
14.500.000.000,00 

                 
13.300.562.363,40  

                   
91,73  

 

9. Pajak Sarang Burung Walet 
22.000.000,00 

                        
19.500.000,00  

                   
88,64  

 

10. PBB Perkotaan dan Pedesaan 
237.100.000.000,00 

               
154.756.477.557,00  

                   
65,27  

 

11. Pajak BPHTB 
235.000.000.000,00 

               
171.557.548.292,48  

                   
73,00  

 

A. TOTAL PAJAK DAERAH        
720.622.000.000,00 

              
558.329.598.200,97  

                   
77,48  

 

12. Pendapatan Denda PBB-P2 
  

                   
3.359.127.711,00    

 

13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya 
  

                   
4.006.361.321,94    

 

B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 
LAINNYA    0,00 

                  
7.365.489.032,94    

 

TOTAL KESELURUHAN 720.622.000.000,00 565.695.087.233,91 

                   
78,50  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    
 



 
 

 
 

 

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019  
 

 
 

    
 

JENIS PENERIMAAN DAERAH TARGET REALISASI % 
 

 

1. Pajak Hotel 
7.000.000.000,00 

                   
6.578.001.985,20  

                   
93,97  

 

2. Pajak Restoran 
38.000.000.000,00 

                 
30.786.202.584,13  

                   
81,02  

 

3. Pajak Hiburan 
3.000.000.000,00 

                   
3.982.072.635,00  

                 
132,74  

 

4. Pajak Reklame 
15.500.000.000,00 

                   
6.545.031.901,29  

                   
42,23  

 

5. Pajak Penerangan Jalan 
241.000.000.000,00 

               
171.090.458.928,00  

                   
70,99  

 

6. Pajak Bahan Galian Gol.C 
13.000.000.000,00 

                   
1.613.802.580,00  

                   
12,41  

 

7. Pajak Parkir 
9.000.000.000,00 

                   
9.654.977.990,00  

                 
107,28  

 

8. Pajak ABT 
15.000.000.000,00 

                   
7.798.391.936,45  

                   
51,99  

 

9. Pajak Sarang Burung Walet 
22.000.000,00 

                        
22.000.000,00  

                 
100,00  

 

10. PBB Perkotaan dan Pedesaan 
327.860.220.000,00 

               
197.077.538.748,00  

                   
60,11  

 

11. Pajak BPHTB 
276.000.000.000,00 

               
217.414.634.498,72  

                   
78,77  

 

A. TOTAL PAJAK DAERAH        
945.382.220.000,00 

              
652.563.113.786,79  

                   
69,03  

 

12. Pendapatan Denda PBB-P2 
  

                   
5.092.708.814,00    

 

13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya 
  

                           
3.892.476,53    

 

B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 
LAINNYA    0,00 

                  
5.096.601.290,53    

 

TOTAL KESELURUHAN 945.382.220.000,00 657.659.715.077,32 

                   
69,57  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020  

 

    

JENIS PENERIMAAN DAERAH TARGET REALISASI % 

 

1. Pajak Hotel 
7.225.000.000,00 3.143.851.937,00             

43,51  
 

2. Pajak Restoran 
35.275.000.000,00 18.500.845.680,13             

52,45  
 

3. Pajak Hiburan 
2.975.000.000,00 1.728.960.967,00             

58,12  
 

4. Pajak Reklame 
13.600.000.000,00 6.881.984.169,00             

50,60  
 

5. Pajak Penerangan Jalan 
287.471.250.000,00 172.394.738.790,00             

59,97  
 

6. Pajak Bahan Galian Gol.C 
11.900.000.000,00 743.346.884,00               

6,25  
 

7. Pajak Parkir 
8.925.000.000,00 4.982.667.354,00             

55,83  
 

8. Pajak ABT 
12.750.000.000,00 6.016.319.386,00             

47,19  
 

9. Pajak Sarang Burung Walet 
50.000.000,00 12.600.000,00             

25,20  
 

10. PBB Perkotaan dan Pedesaan 
259.250.000.000,00 184.662.461.562,00             

71,23  
 

11. Pajak BPHTB 
242.250.000.000,00 197.248.899.169,64             

81,42  
 

A. TOTAL PAJAK DAERAH        
881.671.250.000,00 

              
596.316.675.898,77  

            
67,63  

 

12. Pendapatan Denda PBB-P2 0,00 3.669.790.909,00   
 

13. Lain-Lain PAD Yang SAH 
Lainnya 

0,00 
19.179.206,40 

  
 

B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 
LAINNYA    0,00 

                  
3.688.970.115,40    

 

TOTAL KESELURUHAN 881.671.250.000,00 600.005.646.014,17 
            
68,05  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2016 

Sektor Realisasi PAD Kontribusi Kriteria 

Pajak Hotel 1.955.295.541 432.131.845.878 0,45% 
Sangat 

Kurang  

Pajak Restoran 17.626.828.769 432.131.845.878 4,08% 
Sangat 

Kurang 

Pajak Hiburan 951.263.653 432.131.845.878 0,22% 
Sangat 

Kurang 

Pajak Reklame 5.190.640.806 432.131.845.878 1,20% 
Sangat 

Kurang 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

108.019.804.694 432.131.845.878 25,00% 
Sedang 

Pajak Bahan 

Galian Gol.C 
8.854.760.525 432.131.845.878 2,05% 

Sangat 

Kurang 

Pajak Parkir 5.672.677.150 432.131.845.878 1,31% 
Sangat 

Kurang 

Pajak ABT 9.819.201.747 432.131.845.878 2,27% 
Sangat 

Kurang 

Pajak Sarang 

Burung Walet 
20.500.000 432.131.845.878 0,00% 

Sangat 

Kurang 

PBB 

Perkotaan dan 

Perdesaan 

133.372.917.796 432.131.845.878 30,86% 
Cukup 

Pajak BPHTB 135.000.961.013 432.131.845.878 31,24% Cukup 

 

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2017 

Sektor Realisasi PAD Kontribusi Kriteria 

Pajak Hotel 2.732.104.583 557.559.474.513 0,49% Sangat 

Kurang 

Pajak Restoran 22.356.815.491 557.559.474.513 4,04% 
Sangat 

Kurang 

Pajak Hiburan 1.525.251.698 557.559.474.513 0,28% 
Sangat 

Kurang 

Pajak Reklame 6.561.008.145 557.559.474.513 1,19% 
Sangat 

Kurang 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

136.452.392.802 557.559.474.513 24,65% Sedang 

Pajak Bahan 

Galian Gol.C 
5.863.937.804 557.559.474.513 1,06% 

Sangat 

Kurang 

Pajak Parkir 7.286.765.617 557.559.474.513 1,32% 
Sangat 

Kurang 



 
 

 
 

 

Pajak ABT 10.455.827.227 557.559.474.513 1,89% 
Sangat 

Kurang 

Pajak Sarang 

Burung Walet 
16.000.000 557.559.474.513 0,00% 

Sangat 

Kurang 

PBB 

Perkotaan dan 

Perdesaan 

141.364.693.425 557.559.474.513 25,54% Sedang 

Pajak BPHTB 218.995.236.199 557.559.474.513 39,56% Cukup 

 

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2018 

Sektor Realisasi PAD Kontribusi Kriteria 

Pajak Hotel 5.896.302.010 565.695.087.233 1,06% 
Sangat 

Kurang 

Pajak Restoran 27.672.026.964 565.695.087.233 4,96% 
Sangat 

Kurang 

Pajak Hiburan 2.184.890.157 565.695.087.233 0,39% 
Sangat 

Kurang 

Pajak Reklame 6.522.718.231 565.695.087.233 1,17% 
Sangat 

Kurang 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

156.048.741.298 565.695.087.233 27,95% Sedang 

Pajak Bahan 

Galian Gol.C 
11.573.024.060 565.695.087.233 2,07% 

Sangat 

Kurang 

Pajak Parkir 8.797.807.265 565.695.087.233 1,58% 
Sangat 

Kurang 

Pajak ABT 13.300.562.363 565.695.087.233 2,38% 
Sangat 

Kurang 

Pajak Sarang 

Burung Walet 
19.500.000 565.695.087.233 0,00% 

Sangat 

Kurang 

PBB 

Perkotaan dan 

Perdesaan 

154.756.477.557 565.695.087.233 27,72% Sedang 

Pajak BPHTB 171.557.548.292 565.695.087.233 30,73% Cukup 

 

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2019 

Sektor Realisasi PAD Kontribusi Kriteria 

Pajak Hotel 6.578.001.985 657.659.715.077 1,01% 
Sangat 

Kurang 

Pajak Restoran 30.786.202.584 657.659.715.077 
4,72% 

Sangat 

Kurang 

Pajak Hiburan 3.982.072.635 657.659.715.077 0,61% Sangat 



 
 

 
 

 

Kurang 

Pajak Reklame 6.545.031.901 657.659.715.077 
1,00% 

Sangat 

Kurang 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

171.090.458.928 657.659.715.077 

26,22% 
Sedang 

Pajak Bahan 

Galian Gol.C 
1.613.802.580 657.659.715.077 

0,25% 
Sangat 

Kurang 

Pajak Parkir 9.654.977.990 657.659.715.077 
1,48% 

Sangat 

Kurang 

Pajak ABT 7.798.391.936 657.659.715.077 
1,20% 

Sangat 

Kurang 

Pajak Sarang 

Burung Walet 
22.000.000 657.659.715.077 

0,00% 
Sangat 

Kurang 

PBB 

Perkotaan dan 

Perdesaan 

197.077.538.748 657.659.715.077 
30,20% 

Cukup 

Pajak BPHTB 217.414.634.498 657.659.715.077 33,32% Cukup 

 

 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2020 

Sektor Realisasi PAD Kontribusi Kriteria 

Pajak Hotel 3.143.851.937 600.005.646.014 0,53% 
Sangat 

Kurang 

Pajak Restoran 18.500.845.680 600.005.646.014 
3,10% 

Sangat 

Kurang 

Pajak Hiburan 1.728.960.967 600.005.646.014 
0,29% 

Sangat 

Kurang 

Pajak Reklame 6.881.984.169 600.005.646.014 
1,15% 

Sangat 

Kurang 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

172.394.738.709 600.005.646.014 

28,91% 
Sedang 

Pajak Bahan 

Galian Gol.C 
743.346.884 600.005.646.014 

0,12% 
Sangat 

Kurang 

Pajak Parkir 4.982.667.354 600.005.646.014 
0,84% 

Sangat 

Kurang 

Pajak ABT 6.016.319.386 600.005.646.014 
1,01% 

Sangat 

Kurang 

Pajak Sarang 

Burung Walet 
12.600.000 600.005.646.014 

0,00% 
Sangat 

Kurang 

PBB 

Perkotaan dan 

Perdesaan 

184.662.461.562 600.005.646.014 
30,97% 

Cukup 

Pajak BPHTB 197.248.899.169 600.005.646.014 33,08% Cukup 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


